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ABSTRAK

Mhd. Jundi Zia Ulhaq (2022): Analisa Undang-Undang lbu Kota Negara
Republik Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi olen Rencana pemindahan ibu kota
Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya
saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Rencana ini didasari oleh pertimbangan
kondisi kota Jakarta dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai ibu kota, yang
Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi
maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan.
Rancangan Undang- Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya
disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan
pada 18 Januari 2022. Hal tersebut lebih didasarkan pada Pasal 360 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa
Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus, yang dalam konteks
Naskah Akademik Ibu Kota Negara, maka Kawasan Khusus calon Ibu Kota
Negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipastikan oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, menyebutkan titik nol
pembangunan IKN dan titik lokasi Istana Negara, tepat berada di tengah-tengah
Indonesia. Naskah Akademik IKN dapat dijadikan sebagai landasan hukum awal
dari upaya pemindahan lbu Kota Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa filosofi, sosiologis dan
yuridis pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara. Pada penelitian ini
menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil peneltian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam
RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap
nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan
terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu
menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN,
sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat
diterapkan secara efektif, efisien,harmonis dengan berbagai peraturan perundang-
undangan.

Kata Kunci : Analisa Undang-Undang IKN
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara Hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib
hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan
di Indonesia, yang berdasarkan atas hukum. Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat) yang secara jelas
ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945."

Pemindahan ibu kota negara kembali mengemuka ketika Presiden Joko
Widodo menyatakannya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019
sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.? Hal
tersebut secara cepat menjadi diskursus yang tidak ada hentinya dibahas
karena menarik perhatian publik. Pemindahan ibu kota negara Indonesia
bukan merupakan gagasan baru. Gagasan ini telah ada dari kepemimpinan
Soekarno yang berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya,
Kalimantan, hingga soeharto dengan wacananya menjadikan Jonggol,
Kabupaten Bogor sebagai ibu kota negara.’

Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan

! Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 74.

2 Rosiana Haryanti, Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota,
diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-
dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all Diakses pada 04 agustus 2022 Pukul 20:00 WIB

® Friski Riana, Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi, artikel
dari https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-
hingga-jokowi- full&view=0k Diakses pada 05 September 2022 Pukul 10: 30 WIB.

1


https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all
https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi-%20%20full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi-%20%20full&view=ok

yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan

pengejawantahan dari cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat

dari falsafah tersebut di atas maka Rancangan Undang-Undang tentang lbu

Kota Negara telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini adalah

upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang

termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum.

Landasan Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai
dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal pemindahan IKN maka
diharapkan mampu menjaga keselarasan hubungan, keserasian dan
keseimbangan, baik antar warga masyarakat lama dengan warga
masyarakat baru pindah, masyarakat dengan lingkungannya, serta antar
warga masyarakat dengan Sang Penciptanya tetap terpeliharadan berjalan
dengan baik, sebagai sebuah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Kota Negara baru hendaknya dapat mampu
membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu Kota Negara baru hendaknya
kelak mampu menjadi penjemebatan penghubung lintas generasi yang
turun-temurun, saling sambung-menyambung tidak terputus. Mengakui
dan memperlakukan antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghargai
prinsip persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan seterusnya;

3. Sila Persatuan Indonesia. Ibukota Negara sebagai tempat berteduh atau
berlindung seluruh lapisan rakyat Indonesia. Mampu menempatkan
persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan. Hendaknya kepemimpinan Ibu Kota Negara
baru kelak mampu menghargai setiap insan manusia warga Indonesia yang
terdapat di pelbagai wilayah dan pulau dengan tidak membedakan jabatan,
kedudukan, suku, golongan dan ras dengan mengutamakan hak dan
kewajiban yang sama. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan dalam
Ibu Kota Negara baru hendaknya kelak mampu mengembangkan sikap dan
perbuatan yang luhur,yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotong-royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan

menjaga keseimbangan antara hak dankewajiban.



Menurut Pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN
diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan
ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota
Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern,
berkelanjutan, dan berketahanan, serta (4) menciptakan peradaban baru
sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and
green city.?

Dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara
ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini
diperlukan. Tidak adanya pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Justru
dalam naskah akademik ini hanya menyatakan bahwa tak ada satupun dari
uraian naskah akademik yang melanggar Pancasila. Pernyataan ini
sesungguhnya belum mencerminkan apakah sudah memenuhi unsur filosofis.
Selain itu pada landasan filosofis pembentukan UU IKN hanya menjelaskan
sebagai upaya perwujudan sila Pancasila. Sebagaimana dipahami bahwa
terdapat lima sila, dan dalam upaya perwujudan tersebut terdapat nilai
dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.

Pembentukan UU IKN harus memperhitungkan efektivitas berlakunya
peraturan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun
yuridis. Sebagaimana tujuan pemindahan IKN yang telah diuraikan

sebelumnya, aspek filosofis ini mengedepankan orientasi kebijakan untuk

* Endrianto Bayu Setiawan, “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara:
Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik” artikel dari
https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-
pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-
publik/ Diakses pada 7 Agustus 2022 Pukul 13:24 WIB


https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/
https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/
https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/

pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi masyarakat luar pulau jawa,
termasuk menciptakan role mode pembangunan daerah kelas dunia.
Sebenarnya, pernyataan tersebut terkesan paradoks apabila dikaitkan dengan
konsep pemerintahan daerah mengingat paradigma pembangunan nasional
saat ini mengedepankan pembangunan dari desa, daerah perbatasan, dan
pinggiran. Sehingga nampak jelas filosofi pemindahan IKN adalah akal-akalan
untuk menunjukkan kegagalan praktik otonomi daerah yang diterapkan selama
ini.”

Nama ibu kota yang menimbulkan polemik pro kontra di masyarakat
memang patut dibenarkan. Selama ini istilah ‘Nusantara’ merujuk pada
seluruh wilayah Indonesia.’ Kalaupun terdapat klaim yang menyatakan bahwa
‘Nusantara’ merupakan wujud representasi ke-Indonesia-an, maka disini
penulis berpandangan bahwa klaim tersebut rancu secara filosofis dan
mengkerdilkan makna nusantara yang selama ini dipahami sebagai integrasi
wilayah nasional. Apabila dipadankan dengan Jakarta sebagai nama ibu kota,
selama ini tidak mengandung pertentangan filosofis-representatif, baik yang
berkaitan dengan aspek kedaerahan [local wisdom] atau pemahaman
kenusantaraan itu sendiri. Karakteristik nama memiliki filosofi tersendiri yang
berbeda-beda.’

Sebelum UU IKN disetujui dan diundangkan, terdapat satu hal yang
cukup fatal dalam perencanaan pembentukan UU, yaitu Naskah Akademis.
Diraektur PUSaKO sekaligus Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas

Andalas, Feri Amsari, menilai naskah akademik (nasdik) RUU IKN tidak

> lbid
® https://kbbi.web.id/nusantara
" Ibid


https://kbbi.web.id/nusantara

menjawab apa urgensi pindah IKN. Pertanyaan itu sangat penting dan
mendasar untuk dijawab dalam nasdik.?

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya
menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat dan negara. Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibukota Negara yang
akan dituangkan di dalam UU tentang lbu Kota Negara menjadi kebutuhan
yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana
dengan baik, efektif, dan efisien. Mengutip informasi terbaru dari laman resmi
IKN,® skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara hingga pada tahun
2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yaitu 53,3 persen. Sisanya,
didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan
BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya,
pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta.

Selanjutnya, dari aspek sosiologis, pemindahan IKN yang termaktub
dalam UU IKN pun tidak menunjukkan adanya urgensi yang bermakna
[meaningful interest] sebagaimana dikehendaki masyarakat, khususnya di
daerah calon IKN. UU IKN yang menjadi legitimasi pemindahan IKN
sebelum dibuat dan dirumuskan seharusnya menyerap aspirasi seluruh rakyat
sehingga kebijakan yang akan dibuat mencerminkan kepentingan dan
kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pemerintah, atau bahkan elite politik

semata. Masyarakat daerah dan masyarakat adat di IKN merupakan entitas

8 Ady Thea DA, “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN” artikel dari
www.hukumonline.com Diakses pada 24 Agustus 2022 Pukul 14:29 WIB.
% www.ikn.go.id


http://www.hukumonline.com/
http://www.ikn.go.id/

yang paling terdampak secara langsung dengan berbagai aktivitas
pembangunan. Nasib masyarakat beserta lingkungan terdampak semestinya
menjadi concern yang harus diutamakan. Pemindahan IKN adalah kebijakan
jangka panjang yang implikasinya menyasar berbagai sektor kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara.'

Kebijakan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara tidak
mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni dimana kondisi global dan
nasional yang sedang di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih belum
jelas mengenai pertambahan angka infeksinya sampai batas yang belum dapat
ditentukan.

Bahkan, pemerintah pun hanya menanggung biaya pembangunan
sebanyak 19,2%."* Meskipun pendanaan tersebut pun menerima penanaman
modal sebagai sumber masukan, kegiatan penanaman modal tersebut agak
sulit untuk dilakukan karena adanya suatu pandemi kondisi COVID-19 yang
membuat minimnya modal yang dimiliki oleh investor dalam negeri atau luar
negeri.

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan secara
sosiologis adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang akan muncul
untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain
sebagai berikut:

1. Dampak Sosial Dari Pemindahan Ibu Kota: Penekanan pada kategori ini
berisi mengenai dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota dalam

segi sosial. Hal inidilihat dari dampak sosial terjadinya pemindahan ASN

10 H
Ibid
115 AF Silalahi, « Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, artikel
dari https://kominfo.go.id Diakses pada 22 September 2022 Pukul 17:00 WIB.


https://kominfo.go.id/

ke ibu kota baru, terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada
di ibu kota baru maupun ASN yang akan ikut pindah ke ibukota baru,
dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik akibat perubahan tatanan
sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan ibukota
baru. Pemerintah diharapkan dapat lebih menjelaskan persiapan seperti
pemilihanlokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis,
serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas terperinci.

Dampak Ekonomi Dari Pemindahan Ibukota: Pada kategori ini berisi
mengenai dampakyang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota dalam segi
perekonomian, terkait mengenaiperubahan ekonomi yang terjadi di Jakarta
maupun adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau
Kalimantan dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Serta faktor
pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara mengenai kebutuhan rincian
biaya yang diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah, yang akan dibiayai
oleh APBN, KPBU,dan juga pihak swasta. Faktor transparasi pemerintah
terkait dana perencanaan pembangunan. Pendanaan ibu kota baru menurut
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membutuhkan
pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi
menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4
triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU). Skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai
pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total

pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni Rp. 123,2



Triliun atau senilai 26,4% dari pendanaan swasta. Pembiayaan tersebut
untuk membangun sarana dan prasarana untuk publik maupun pemerintah
yang berada di ibu kota baru. Bagaimanapun, pembangunan ibukota baru
akan berdampak pada tumbuh kembang kegiatan perekonomian, sosial,
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pengaturan
Pembiayaan tersebut dapat menciptakan “perangkap utang” terutama jika
kota ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Oleh karena itu,
membutuhkan skema anggaran Yyang rinci, kajian ekonomi yang
berkelanjutan, serta dampak ekonominya bagi Indonesia kedepan.*?
Kritikan juga muncul atas naskah akademis IKN yang diduga sedikit
menggunakan referensi dan semua referensinya diambil dari peneliti asing.
Hal ini dinilai kontradiktif, dimana referensi asing digunakan untuk
merancang IKN yang bernuansa Nusantara. Landasan Sosiologisnya kurang
lengkap dan dibangun atas dasar asumsi untuk memnuhi kebutuhan
masyarakat tanpa menjelaskan lebih lanjut  masyarakat ~mana yang
dimaksud.*®
Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, beliau menegaskan
bahwa pemindahan ibukota negara adalah wewenang penuh Presiden, tidak
ada aturan yang menyebutkan Undang-Undang harus diubah terlebih dahulu.

Menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk

2 Yani, A. 2020. Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke Kalimantan Timur.
Dalam Jurnal Demokrasi, https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/content/news/tinjauan-hukum-
pemindahan- ibukota-jakarta-ke-kalimantan-timur#.YiQXCehBzIW

3 Gunawan, I. 2022. “Naskah Akademik UU IKN Jadi Bulan-Bulanan, Warganet:
Parah!” artikel dari https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491700/naskah-akademik-uu-
ikn-jadi-bulan-bulanan-warganet-parah. Diakses pada 7 September 2022 Pukul 13:15


https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491700/naskah-akademik-uu-ikn-jadi-bulan-bulanan-warganet-parah
https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491700/naskah-akademik-uu-ikn-jadi-bulan-bulanan-warganet-parah
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membuat kebijakann dalam hal yang sifatnya opsionak seperti berencana
memindahkan atau tidak memindahkan ibukota negara dalam keadaan seperti
sekarang ini adalah presiden.* Yang penting kalau nanti semua sudah siap
barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan Undang-
Undang baru atau perubahan terhadap Undang-Undang yang sudah ada”.
Mahfud MD vyakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam
pemindahan ibukota negara maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan
baik. Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibukota
negara.™

Ketua Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota
Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU
IKN yang telah disepakati menjadi Undang-Undang IKN merupakan sebuah
kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota
negara baru nantinya. Oleh sebab itu, Pansus IKN selama ini telah bekerja
dengan konsentrasi yang tinggi sesuai dengan mekanisme yang ada dalam
merampungkan RUU tersebut.*

Menurut Phiodias, UU IKN berpotensi akan terganggunya masa depan
bangsa indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4
(empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata

dan pernah dialami Indonesia.'’

““Noval Dwinuari Antony. Mahfud Md: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan lbu
Kota Wewenang Presiden” artikel dari https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-
menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden. Diakses pada 10 Oktober
2022

™ 1bid

18 www.dpr.go.id “ UU IKN Sebagai Landasan Hukum lbu Kota Baru” Diakses pada 22
September 2022 Pukul 21: 35 WIB.

Y Utami Argawati, “UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa” artikel
dari www.mkri.id Diakses 22 September 2022 Pukul 16.00 WIB


https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden
https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden
http://www.dpr.go.id/
http://www.mkri.id/
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Kemudian Pemohon menyatakan alasan asumsi dasar tentang visi Ibu
Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi
Indonesia di masa depan (tercantum pada Pasal 2 huruf a dan huruf b UU
IKN). Mengingat terbatasnya pengembangan profesionalisme di tanah air saat
ini, visi tersebut tidak visible dalam konteks kesinambungan masa kini dan
masa depan.*®

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU
IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang serta
bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.*®

Pada tinjauan yuridis?®®, Pemohon PUU ini batal untuk membahasnya
seperti pada tinjauan filosofis dan sosiologis, karena maksud dan tujuan utama
dari  perlunya tinjauan ini adalah untuk melegitimasi pekerjaan yang
direncanakan pemerintah. Sehingga Pemohon hanya akan melihat proses dan
output dari upaya pelegitimasian tersebut.

Pada Pasal 3 butir “a” UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, tertulis
ketuhanan,yang lengkapnya sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Ketuhanan;
b. Pengayoman;

c. Kemanusiaan;

'8 Ibid
9 Ibid
20 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022
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d. Kebangsaan;

e. Kenusantaraan;

f. Kebinekatunggalikaan;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum;

J.  Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan

k. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Patut menjadi pertanyaan mengapa kata (frasa) ini muncul, padahal
kata (frasa) ini tidak menjadi dasar hukum konsiderans menimbang, ini jelas
adalah sebuah sisipan, sehingga patut dipertanyakan maksud dari sisipan ini
karena tidak ada rujukannya dalam peraturan perUndang-Undangan. Kalau
pun akan disisipkan, maka harus lengkap yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
tidak boleh dipotong. Penerapan Pembukaan UUD 1945 dan Naskah Pancasila
dalam hal Ketuhanan secara teks harus lah berbunyi atau bertuliskan kalimat
secara lengkap "Ketuhanan Yang Maha Esa" atau boleh juga "Allah Yang
Maha Kuasa". Tidak dibenarkan dengan kalimat atau ungkapan selainnya
seperti Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan atau ketuhanan saja karena
menghilangkan identitas Keesaan. Dasar penerapan ini adalah Pembukaan

UUD 1945 dan Pancasila, sebagai berikut :
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Pembukaan UUD 1945, alinea 3 :

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

Pancasila, Sila 1

“Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kata (frasa) ini menyimpang karena telah menghilangkan sebagian
makna yang ada dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bahwa Negara mengakui
Ketuhanan dan Keesaan Tuhan. Sehingga dalam penulisannya tidak boleh di
penggal-penggal baik kata atau huruf kalau berakibat terjadinya perubahan
makna. Penyengajaan penggalaan pada kata Ketuhanan Yang Maha Esa dapat
dipandang sebagai upaya merubah dasar negara.

NKRI adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Esa berarti
tunggal, satu, bukan Ketuhanan Majemuk. Menegaskan kembali, kalimat
Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dipenggal baik kata bahkan huruf jika
akan merubah makna. Sedangkan dalam praktiknya, berkenaan interaksi
manusia Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa adalah menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya dalam kehidupan sehari-
hari manusia Indonesia adalah manusia yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia jauh diatas apapun dalam semua aspek esosbud- polhankam
(ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) sebagai makhluk
dan wakil Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh ada kegiatan dan perbuatan

apapun baik fisik maupun moral yang berindikasi pada merendahkan harkat
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dan martabat manusia Indonesia. Sebagai penerapannya, dapat kita lihat pada
tiap kegiatan resmi kenegaraan Eksekutif, Legislatif selalu dimulai dengan
ungkapan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan yudikatif
pada putusan tertulis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA atau pada®

Sumpah Jabatan didahului dengan ungkapan Demi Allah, atau boleh
juga Demi Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau pada sumpabh jabatan tertulis ;

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-
baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”

Perubahan kentara adanya perubahan kalimat Tuhan yang Maha Esa
akan berdampak pada perubahan susunan kalimat Sumpah Jabatan dan
perlahanpada semua kegiatan kenegaraan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Ini terbukti pada teks Sumpah Jabatan Pejabat Ketua dan Wakil Ketua
pejabat Otorita Ibukota Negara yang tidak terdapatnya nya Kalimat Demi
Allah, atau Demi Tuhan yang Maha Esa karena mengacu pada kata
“ketuhanan” pada Pasal 3 butir “a” UU 3/2022 tentang Ibukota Negara.

Berikut adalah naskah sumpah pejabat Otorita Ibukota Negara

Sumpah Jabatan Kepala atau Wakil Kepala Otorita Ibukota Negara
baru Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan
wakil kepala otorita ibukota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya,
serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan bangsa.

2L |bid
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis bermaksud
melakukan penelitian terkait: “Analisa Undang-Undang Ibu Kota Negara
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” .

B. Batasan Masalah
Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari
permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan mengenai Analisa
pemindahan ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2022
tentang ibu kota negara. Adapun Kketertarikan dalam penelitian ini ialah
adanya pro dan kontra dalam pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun

2022 tentang ibu kota negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa landasan filosofi Undang-Undang ibu kota negara
berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan?

2. Bagaimana analisa landasan sosiologis Undang-Undang ibu kota negara
berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan?

3. Bagaimana analisa landasan yuridis Undang-Undang ibu kota negara
berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan?
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat
mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisa Landasan filosofis Undang-Undang
ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Untuk mengetahui bagaimana analisa Landasan sosiologis Undang-
Undang ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Untuk mengetahui bagaimana analisa Landasan yuridis Undang-Undang
ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

E. Kegunaan Teoritis
Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan khasanah berfikir khususnya
dalam bidang hukum itu sendiri, selain itu penelitian ini juga bermanfaat
dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan
ilmu hukum Kkhususnya dalam Hukum Tata Negara dalam ilmu perUndang-

Undangan.

F.- Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan
pemerintah  maupun pihak-pihak  berkepentingan dalam menambah

pengetahuan yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perUndang-
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Undangan serta pemahaman tentang pemenuhan asas pembentukan dan asas

materi muatan di dalam peraturan perUndang-Undangan. Sehingga penelitian

ini dapat memperkaya khasanah berfikir bagi mahasiswa, akademisi, dan

penulis sendiri.

. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini terdapat empat bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB |

BAB I

BAB Il

PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang
yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek
penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan
sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam
penyusunan skripsi, metode apa saja yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian
yang digunakan terhadap analasisi pemberlakuan asas kejelasan
tujuan berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perUndang-Undangan terhadap Undang-

Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V

Pada bab ini, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan,
dimana pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang telah
dilakukan.

PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenan dengan pembahasan

pada bab sebelumnya



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa
teori, yaitu sebagai berikut:
1. Hierarki Norma Hukum (stufentheorie Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)
Tidak ada sistem didunia ini yang secara positif mengatur tata
urutan peraturan perundang undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya
hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah
tidak boleh bertentang dengan peraturan perUndang-Undangann yang
lebih tinggi tingkatannya’’ Atau dalam hal UUD ada ungkapan “the
supreme law of the land”. 22
Dalam buku Hans Kelsen “General Theori of Law and State”
terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan
oleh Jimly Asshiddigie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum
antara lain bahwa.”® Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter
dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan
suatu  kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur
pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara

untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu,

menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang

22 Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta:
FH UII Press), h. 48.

2% Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media), h.
109.
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satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma
hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan
validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapi-lapis dalam
suatu susunan hierarki, pengertiannya, norma hukum yang dibawah
berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan
norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang
lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma
tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih
menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh
sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga
otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma
yang lebih tinggi lagi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat
dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi (superior), pada
akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk
suatu Hierarki.**

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain
dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara
“Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu:

a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang

lebih tinggi;

2% Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Sinar
Grafika), h. 14-15.
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b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma
yang lebih rendah.

c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan
dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain
hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan
suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang
berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa
pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan
oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh
norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses
pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi dari
validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan
hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang
dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan.

Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa
arab dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa
indonesia mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus
yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang
dikehendaki. Dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran
atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam

masyarakat jadi, norma adalah segala peraturan yang harus dipatuhi.?

?* Maria Farida Indrati, llmu PerUndang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius), h. 6.
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Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa:

Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar
pembentukan norma lebih tingi dari pada norma yang dibentuk
seterusnya sampai pada norma yang paling rinci.

Dalam kehidupan bernegara dimulai dari,

a) Konstitusi.

b) Kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi

¢) Selanjutnya hukum yang substantif atau materil dan seterusnya

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari

norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentang dengan norma

dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

1)

Struktur Norma dan Struktur Lembaga

Dalam membahas masalah struktur norma dan struktur lembaga
kita dihadapkan pada teori yang dikemukakan oleh Benyamin Akzin
yang ditulis dalam bukunya diberi judul, Law, state, and International
Legal Order. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan
norma-norma hukum privat karena apabila kita lihat dari struktur
norma (Norm structure), maka hukum publik itu berada diatas hukum
privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (institutional

structure), maka public authorities terletak pada population.?

2 |pid., h. 26
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Dalam hal pembentukan norma-norma hukum publik itu
dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil
rakyat) atau disebut suprastruktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas
bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga
negara ini mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada norma-norma
hukum vyang dibentuk oleh masyarakat akan yang disebut
infrastruktur.?’

Oleh karena Norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga
negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih hati-
hati, sebab norma hukum publik itu harus dapat memenuhi kehendak
serta keinginan masyarakat. Jadi berbeda dengan pembentukan norma-
norma hukum privat. Norma hukum privat itu biasanya harus sesuai
dengan kehendak dan keinginan masyarakat oleh karena itu hukum
privat itu dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan
perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga
masyarakat dapat merasakan apakah norma-norma hukum itu sesuai
atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.

2) Tata susunan norma hukum negara (Hans Nawiasky)

Hans Nawiasky, salah seorang murid hans Kkelsen,
mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitan
dengan suatu negara. Hans Kelsen dalam bukunya : allegemeine

Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen

2" Benyamin Akzin, Law, state and International Legal Order (essays in Honor Kelsen,
Knoxville the University of Tennesse: 1964), h. 3-5.
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suatu norma hukum dari negara manaupun selalu berlapis-lapis dan
berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan
bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma
yang tertinggi disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga
berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang,
norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans
Nawiasky juga mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu

negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1) Kelompok | : staatspundamentalnorm (Norma Pundamental
Negara)

2) Kelompok Il . Staatgrundsetz (aturan dasar/pokok negara)

3) Kelompok 11l : Formell Gesetz (Undang-Undang Formal)

4) Kelompok IV  : Verordnung dan autonome satzung (aturan
pelaksana dan aturan otonom).”®

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut selalu ada tata
susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah
berbeda-beda ataupun jumlah norma yang berbeda dalam setiap
kelompoknya.

3) Norma fundamental negara

Norma hukum tertinggi yang merupakan kelompok pertama
adalah Staatfundamentalnorm, diterjemah oleh Notonegoro dalam
pidatonya pada dies natalis universitas airlangga yang pertama 10

November 1955 dengan ‘pokok kaidah fundamental Negara.29

%% Hans Nawiasky, Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe,

(ensiedenlIn/Zurich/Koln: benziger), h. 31
2% Notonegoro, pancasila dasar falsafah Negara, (jakarta: Bina Aksara), h. 27.
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Kemudian oleh Joeniarto, dalam bukunya yang berjudul “ sejarah
Ketata Negaraan Indonesia, disebut dengan istilah norma pertama”.*°

Sedangkan oleh A. Hamid S. Attamimi disebut dengan norma
fundamental Negara.** Norma fundamental merupakan norma tertinggi
dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak terbentuk oleh
suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre supposed atau ditetapkan
terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan
suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum
dibawahnya. Dikatakan bahwa norma yang lebih tinggi tidak dibentuk
oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang lebih tinggi
lagi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ini bukan
merupakan norma tertinggi.

Menurut Hans Nawiasky, isi Staatfundamentanorm ialah norma
yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-
Undang dasar suatu negara (staatsverfassung), termaksud norma
pengubahannya, dalam negara norma dasar ini disebut juga sebagai

landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar

bagi pengaturan negara lebih lanjut.*

%0 Joeniarto, sejarah Ketata Negaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara), h. 6.

' A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Negara (satu studi Analisis Keputusan Presiden yang berfungsi
Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita | Pelita VI), Disertasi Doktor Universitas Indonesia |,
(Jakarta: 1990), h. 359.

%2 A. Hamid attamimi, UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum
ketiganya), (Jakarta: 1981), h. 4
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4) Aturan Dasar/Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)

Aturan dasar negara adalah aturan pokok negara
(staatsgrubgesetz) merupakan kelompok norma hukum yang norma
fundamental negara, norma-norma dari aturan dasar/pokok negara ini
merupakan aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan
umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan
norma tunggal dan belum disertai norma sekunder.

Menurut Hans Nawiasky, suatu aturan dasar/ pokok suatu
negara dapat dituangkan dalam suatu dokumen negara yang disebut
staatsverfassung atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen
yang tersebar yang disebut istilah Staatsgrundgesetz.

Di dalam aturan pokok biasanya diatur mengenai pembagian
kekuaaan negara dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga
hubungan antara lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara serta diatur
hubungan antar negara dan warga negara. Di negara Indonesia maka
aturan pokok tersebut tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan
ketetapan Majelis permusyawaratan. Serta dalam hukum tidak tertulis
sering disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan dasar pokok negara
ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (formell
gesetz) dan peraturan lain yang lebih rendah. Isi penting bagi aturan
dasar, selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara,
juga terutama aturan-aturan memberlakukan dan memberikan kekuatan

mengikat kepada norma hukum peraturan-peraturan perUndang-
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Undangan, atau dengan kata lain menggariskan tata cara membentuk
peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang mengikat secara
umum.®

Dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 Staatsgrundsetz
ini disebut dengan istilah aturan pokok yang disebutkan dalam
penjelasan umum angka 1V UUD 1945 berikut.

“Maka cukup jelas jikalau UUD hanya membuat aturan-aturan
pokok, hanya membuatnya garis-garis besar sebagai instruksi kepada
pemerintah pusat dan lain-lain. Penyelenggaraan negara untuk
menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial.
Terutama bagi negara-negara yang masih muda, lebih baik hukum
dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok itu
diserahkan kepada Undang-Undang vyang lebih mudah cara
membuatnya. Mengubah dan mencabutnya”.34

Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan dasar pokok negara
merupakan sumber dan dasar terbentuknya suatu Undang-Undang
(formell gezetz), yang merupakan peraturan perUndang-Undangan,
yaitu peraturan yang bisa mengikat langsung setiap orang.

Aturan dasar atau aturan pokok negara yang lainnya adalah
aturan yang tertuang dalam  Ketetapan-ketetapan = Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang merupakan garis-garis besar haluan
negara. Ketetapan MPR ini juga merupakan aturan yang bersifat pokok
dan merupakan aturan-aturan umum dan bersifat garis besar sehingga

masih merupakan norma tunggal serta belum disertai norma

sekunder.®

* Ibid., h. 5.
z‘; Maria Farida Indrati Sueprapto, llmu PerUndang-Undangan, (Jakarta: Kanisius), h. 31.
Ibid., h. 31.
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Ketetapan MPR berisi pedoman-pedoman dalam pembentukan
peraturan-peraturan perUndang-Undangan walaupun hanya sebatas
material, dimana setiap ketetapan MPR ini dapat dibuat setiap 5 tahun
sekali dalam sidang MPR.

Selain aturan dasar/pokok negara yang tertuang dalam batang
tubuh UUD 1945 dan dalam ketetapan MPR kita masih mengenal
adanya aturan dasar/pokok negara dalam bentuk hukum dasar tidak
tertulis atau biasa juga disebut konvensi ketatanegara yang merupakan
hukum tidak tertulis yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Seperti hal nya batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR,
hukum dasar tidak tertulis itu merupakan aturan dasar/pokok negara
yang menjadi pedoman terbentuknya peraturan perUndang-Undangan
dalam negara kita. Hukum dasar yang tidak tertulis dan berlaku dalam
negara kita dewasa ini adalah adanya kebiasaan penyelenggaraan
pidato kenegaraan oleh presiden pada tanggal 16 Agustus, atau adanya
pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional dengan suatu
Undang-Undang atau dengan keputusan presiden, dan sebagainya.®
Undang-Undang Formal

Ini merupakan kelompok yang merupakan dibawah aturan
dasar/pokok negara, atau disebut Undang-Undang dalam arti (Formal)

berbeda dengan kelompok-kelompok diatasnya, maka norma dalam

% Ibid., h. 32.
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suatu Undang-Undang adalah norma yang kongkrit terinci serta dapat
langsung berlaku dalam suatu masyarakat. Norma hukum dalam
Undang-Undang ini tidak hanya norma yang berifat tunggal, tetapi
sebagai norma hukum sudah dilekati oleh norma sekunder disamping
norma primernya, sehingga suatu Undang-Undang sudah dapat
mencantumkan norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana
maupun sanksi pemaksa. Dan norma ini berbeda dengan norma yang
lain karena norma ini dibentuk oleh lembaga legislatif.*’

Peraturan pelaksana dan peraturan otonom

Kelompok hukum norma terakhir adalah peraturan pelaksana
(Verordnung) dan peraturan Otonom (autonomer satzung) ini
merupakan peraturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang
berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang,
dimana peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi,
sedangkan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Atribusi  kewenangan dalam  pembentukan  peraturan
perUndang-Undangan ialah kewenangan membentuk peraturan
perUndang-Undangan yang diberikan oleh Undang-Undang dasar atau
Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan dan

kewenangan ini bersifat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas

prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas

" Ibid., h. 34.
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yang diberikan.® Contohnya UUD 1945 pasal 5 ayat (1) memberikan
kewenangan kepada presiden untuk membentuk Undang-Undang. Dan
UU No 5 tahun 1974. Memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah membentuk perda dengan sanksi pidana serendah-rendahnya 6
bulan kurungan dan denda sebanyak Rp 50.000.

Delegasi adalah kewenangan dalam pembentukan peraturan
perUndang-Undangan, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk
peraturan perUndang-Undangan yang dilakukan oleh peraturan
perUndang-Undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perUndang-
Undangan dibawahnya. Baik pelimpahan itu dinyatakan dengan
maupun tidak dengan delegasi berlainan dengan atribusi kewenangan
tersebut tidak diberikan melainkan diwakilkan. Dan juga kewenangan
delegasi bersifat sementara dalam artinya kewenangan ini dapat
dilaksanakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.>® Contoh Pasal
ayat (2) UUD 1945 adalah pemberian kewenangan delegasi bagi suatu
pemerintahan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang.

Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat dibentuk atas dasar
norma Undang-Undang Dasar maka secara filosofis tidak boleh
bertentang dengan norma dasar pembentukannya yaitu, Undang-
Undang Dasar. Dengan kata lain bahwa Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terbentuk atas

% bid., h. 35.
% Ibid., h. 36
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dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjadi alat uji terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara atau Ketetapan MPR RI sebagai mana dimaksud pada Pasal
2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI sebagai mana dimaksud pada Pasal 2
dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
diubah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, pada Konsideran
mengingat yang mengacu pada pasal 20, 21 dan 22A Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan antara lain bahwa
untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum dan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan PerUndang-Undangan
yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan
standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk
Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang adalah wadah ditemukannya norma dan pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan pada Pasal 2 ayat
(1) bahwa pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.

Ditempatkannya pancasila merupakan sumber segala sumber hukum
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Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara RI Tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa:

1)
2)
3)

4)

5)

Negara berketuhanan yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradap

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan pancasila sebagai dasar dan sebagai ideologi

Negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis Negara sehingga setiap

materi muatan Peraturan PerUndang-Undangan tidak boleh bertentang

dengan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila.

Berbeda dengan struktur perUndang-Undangan yang pernah

ada di Indonesia selama ini, dalam hal ini struktur PerUndang-

Undangan menurut;

(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor

XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutan
Perundangan Republik Indonesia yang membagi atas dan
membedakan antara sumber tertib hukum Republik Indonesia

dengan tata urutan Perundangan Republik Indonesia

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor [1I/MPR/2000

tentang tata urutan PerUndang-Undangan
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(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan

(4) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan

Diantara keempat ketentuan yang mengatur tentang sumber
tertib hukum sebagaimana disebutkan di atas hanya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 yang tidak mencantumkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu sumber tertib hukum
dengan alasan bahwa Majelis Permusyawaratan bukan lagi lembaga
tertinggi Negara.

Peraturan perUndang-Undangan (hukum tertulis) disusun dalam
satu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perUndang-Undangan.*
Maksudnya adalah peraturan perUndang-Undangan lebih tinggi
berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perUndang-Undangan
yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampal pada peraturan
perUndang-Undangan yang paling tinggi tingkatannya.
Konsekuensinya, setiap peraturan perUndang-Undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-
Undangan yang lebih tinggi.

Salah satu teori yang mendapatkan perhatian dan berkaitan
dengan peraturan perUndang-Undangan adalah mengenai teori umum

tentang piramida perUndang-Undangan yang dikenal dengan nama

*0 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Press), h. 37.
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Teori Stufenbau (Stufenbau des recht theorie) yang digagas oleh Hans
Kelsen. Menurut Hans Kelsen :

“setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-
kaidah (Stufenbau des recht theorie) di puncak stufenbau terdapat
kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah
fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut Grundnorm merupakan
asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian
bergerak ke generalenorm, (kaidah umum), yang selanjutnya
dipositifkan menjadi norma yang nyata (concrettenorm)”.**

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh
seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky berpendapat bahwa
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang
tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu
Norma Dasar (Grundnorm).*

Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum
itu selalu mempunyai dua wajah (das doppelte Rechtsantlitz). Menurut
Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar
pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi sumber

dan menjadi dasar bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu

norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif,

1| Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-Undangan di Indonesia,
(Bandung: PT Alumni), h. 36.

*2 Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu PerUndang-Undangan (1) (jenis, Fungsi, Materi
Muatan), (Yogyakarta: Kanisius), h. 41.
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oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada
norma hukum yang berada diatasnya. Apabila norma hukum yang
berada diatasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma
hukum yang berada dibawahnya akan tercabut atau terhapus pula.*®

Norma dasar yang dimaksudkan oleh AdollMerk tidak sama
dengan Grundnorm yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Letak
perbedaannya adalah kalau norma dasar yang dimaksud Merkl sebagai
tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya itu adalah kerangka
befikir untuk teori jenjang norma hukum, ia memang dapat diubah
(seperti amandemen UUD sebagai norma hukum tertinggi), sedangkan
Grundnorm menurut Hans Kelsen itu adalah sesuatu yang abstrak,
diasumsikan tidak tertulis dan berlaku secara universal. la menjadi
landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia meta juristic
sifatnya.**

Teori Hans Kelsen kemudiandikembangkan oleh muridnya
Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut die lehre vom
stufenaufbau der rechtsordnung atau die stufernordnung der
Rechtsnormen. Menurut Hans Nawiasky, norma-nrma hukum dalam
negara selalu berjenjang yakni sebagi berikut :
1) Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm);
2) Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (Staats

grundgesetz);

* Ibid., h. 41-42
** | Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-Undangan di Indonesia,
(Bandung: PT Alumni), h. 37.
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3) Undang-Undang (formal) (formallgezetz);
4) Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (verordnung &
autonomi satzung).*

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar
bagi pembentukan  konstitusi atau  Undang-Undang Dasar
(staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi  hukum  dari
Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu
konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi
suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans
Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara
sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan
Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm
pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah
misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.® Di bawah norma
fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) terdapat aturan pokok
negara (staats grundgezetz) yang biasanya dituangkan dalam batang
tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dibawah staats
grundgezetz terdapat norma yang lebih konkrit yakni formallegezetz
(Undang-Undang formil), sedangkan norma yang berada di bawah
formallegezetz adalah verordnung dan autonomie satzung (peraturan

pelaksanaan atau peraturan otonomi).*’

45 11
Ibid., h. 38.
“ Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), h. 170.
*"'| Gde Pantja Astawa, Loc. Cit., h. 37.
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Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hierarki
tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan
sangat bergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi
gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-
ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi
merupakan das sollen bagi pembentukan norma yang lebih rendah.
Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan
sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum
yang ada diatasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber
berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain
norma hukum vyang berkedudukan lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yag
menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.*®

2. Tata Susunan Norma Hukum Republik Indonesia
a. Sistem Norma Hukum indonesia Menurut UUD 1945

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi
kemerdekaan, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstutis Negara Indonesia, maka terbuktuknya sistem norma hukum
Negara Republik Indonesia Apabila kita bandingkan dengan teori
jenjang norma hukum (die theori vom stufent ordnung der
Rechtsnormen ) dari Hans Nawiasky terdahulu, kita dapat melihat ada

dua cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma

“8 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di
Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, (Bogor:
Ghalia Indonesia), h. 41.
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hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norm Republik
Indonesia, norma yang berlaku berada pada satu sistem yang berlapis-
lapis berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana
suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar
negara (Staatsfundamentalnorm) republik Indonesia, yaitu Pancasila.*®
Di dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia, pancasila
merupakan Norma Fundmental Negara yang merupakan norma hukum
yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti batang tubuh
Undang-Undang  Republik  Indonesia, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), serta hukum dasar tidak tertulis
atau disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan sebagai aturan dasar
negara atau aturan pokok negara (Staatsgrundgezetz), Undang-Undang
dan Perpu ( formell gezets ) serta peraturan pelaksana dan peraturan
otonom (Verordnung dan autonome Satzungz ) yang dimulai dari
peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah propinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.>
b. Hubungan (Staatsfundamentalnorm) Pancasila dengan
(Verfassungsnorm)
Apabila kita membahas tentang hubungan antara norma
fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) Pancasila dan aturan

dasar negara atau aturan pokok negara (Verfassungsnorm). Undang-

*9 Maria Farida Indrati Soeprapto, op.,cit., h. 39
*% Ibid., h. 40.
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada
penjelasan tentang Undang-Undang dasar Negara Indonesia yaitu pada
penjelasan umum angka 111 yang menentukan adalah sebagai berikut:

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-
pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, pokok pikiran tersebut
menunjukkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum
dasar negara, baik hukum tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun
hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar diciptakan pokok-
pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

3. Teori Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan

Dilihat secara realita, ada tiga macam norma hukum yang dikenal
yang bias diuji atau yang dapat disebut sebagai norm control mechanism.
Ketiganya ini sama-sama merupakan dalam bentuk norma hukum dari
hasil proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normative
yang isinya dan sifatnya pengaturan atau regeling. (ii) keputusan
normative yang isinya dan sifatnya berupa penetapan administrative
(beschikking), dan (iii) keputusan normative yang isi dan sifatnya
menghakimi (judgement) yang biasanya disebut vonis.”* Dari ketiga
bentuk norma hukum ini ada yang merupakan individual and concrete
norm, ada juga yang merupakan general ang abstract norm, vonis dan
Beschikking sering bersifat individual ang concretem sedangkan regeling
sering bersifat general and abstract.*

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal dari

Konstitusi, dan kepadanya diberikan kewenangan untuk menguji

*! Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta Pusat: Sekretriat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011. h. 1
*2 Ibid., h. 6
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Konstitusionalitas dari  sebuah  Undang-Undang. Undang-Undang
merupakan peraturan perUndang-Undangan yang dihasilkan antara
lembaga DPR dan Presiden.®® Dalam menguji sebuah aturan (norma)
hukum disyaratkan menggunakan dasar yuridis pengujian yang jelas,
sebuah aturan hukum yang akan diuji tidak akan bias dibatalkan. Adapun
dasar hukum yang digunakan untuk di uji adalah dari aturan hukum
tertentu. Dan tidak semua aturan hukum bias dijadikan dasar untuk
pengujian. Hanya aturan yang lebih tinggilah atau aturan yang secara
khusus yang sudah ditentukan yang bias dijadikan dasar dalam sebuah
pengujian. Aturan hukum sebagai bentuk dan norma hukum sebagai
substansi adalah berbeda. Membedakan dua hal ini sangatlah penting
sebab aturan hukum dan norma hukum di dalam hubungan antara bentuk-
bentuk aturan hukum yang berbeda ataupun sama-sama tingkatannya,
maka yang diuji adalah norma hukum yang ada di dalam aturan hukum.
Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji
atau bias disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama
merupakan norma hukum sebagai hasil proses pengambilan keputusan
hukum, yaitu:>*

a. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling);

b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administratif

(beschikking);

% M. Husnu Abadi, Politik Hukum, dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji

Peru Sampai dengan Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama, Depok: Rajawali Pres, 2020, h.

77

> Jimly Asshiddigie, op.,cit., h. 1.
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c. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement)
yang biasa disebut vonis (Belanda: vonnis)

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, ada yang merupakan
individual and concrete norm, ada juga yang merupakan general ang
abstract norm, vonis dan Beschikking, sering bersifat individual ang
concretem sedangkan regeling sering bersifat general and abstract.>

Istilah pengujian norma hukum dapat dibagi berdasarkan subjek
dan objek peraturan. Dilihat dari subjek yang melakukan pengujian,
pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingrecht van de rechter atau
judicial review), pengujian yang dilakukan legislatif (legislative review)
dan pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).® Pemahaman
lain menyebutkan bahwa terdapat tiga kategori besar dalam pengujian
peraturan perUndang-Undangan dan perbuatan administrasi negara, yaitu
pengujian ole badan peradilan (Judicial Review), pengujian oleh badan
yang sifatnya politik (political review). Dan pengujian oleh pejabat atau
badan administrasi negara (administrative review). °’

Hak menguji suatu peraturan perUndang-Undangan didasarkan
pada organ pengujinya. Hak menguji peraturan perUndang-Undangan
yang diberikan kepada kekuasaan legislatife disebut legislative review.
Hak menguji yang diberikan kepada kekuasaan eksekutif disebut dengan
executive review. Hak menguji (toetsingrecht) peraturan perUndang-

Undangan yang diberikan kepada kekuasaan yudikatif disebut judicial

% Ibid., h. 2
% bid, h. 3
" Ni’matul Huda, op., cit.,, h. 73.
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review. Perbedaan ketiga bentuk pengujian ini terletak pada lembaga yang
menguji.”®
a. Legislative Review
Terhadap peraturan perUndang-Undangan yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang diatasnya dapat diubah atau dibatalkan
dengan cara mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan yang baru.
Cara demikian dalam pandangan Kelsen adalah cara yang biasa (the
ordinary way).>®
Legislative review merupakan hak menguji oleh lembaga
legislatif sebagai pembuat Undang-Undang untuk melakukan
peninjauan atau perubahan peraturan perUndang-Undangan. Political
review adalah istilah lain yang digunakan selain Legislative Review
karena peninjauan atau perubahan Undang-Undang dilakukan oleh
poros kekuasaan yang bersumber dari politik.®
Bentuk Legislative review terhadap produk eksekutif (executive
acts) adalah pengujian olen Dewan Perwakilan Rakyat terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Sesuai
ketentuan Pasal 22 UUD Tahun 1945, dalam hal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

%8 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Pers,
2006, h. 1-2.

> Hans Kelsen, op., cit., h. 159

0 Mahfud MD, Penuangan Pancasila Di Dalam Peraturan PerUndang-Undangan,
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam
Pendidikan llmu Hukum dan PerUndang-Undangan Indonesia” , diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum UGM dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007.
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berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang tersebut harus di cabut.

Mahfud MD mengatakan bahwa Legislative review merupakan
kewenangan untuk menguji Undang-Undang dan juga terhadap
peraturan daerah (perda) oleh legislatif sesuai tingkatannya. Peninjauan
atau perubahan dilakukan karena isinya dianggap tidak sesuai dengan
hukum dan falsafah yang mendasarinya atau disebabkan terjadi
perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum dan
falsafah yang mendasarinya.®

b. Executive Review

Executive review merupakan kewenangan dari lembaga
eksekutif untuk menguji suatu peraturan perUndang-Undangannya dan
dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan
peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan
umum.

Indonesia memberlakukan hal ini pada peraturan daerah di
mana pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah
jika pemerintah pusat berpendapat bahwa rancangan perda yang dibuat
oleh pemerintah daerah dianggap bertentangan dengan peraturan
perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan
kepentingan umum. Di banyak negara terdapat praktik di mana

eksekutif menafsirkan suatu kondisi untuk menilai peraturan

%1 Ibid
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perUndang-Undangan  dengan  memaksakan  kehendak  dan
menyimpang dari sebagaimana mestinya. ®
1) Pengawasan terhadap Perda
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentukn Perda yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Pasal 23 UU
No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah®). Dalam
perkembangannya tidak sedikit perda yang dibatalkan oleh
Pemerintah karena bertentangan dengan peraturan perUndang-
Undangan.
Mekanisme pembentukan dan pengawasan peraturan daerah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014%
sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015%® dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah®).

82 Jimly Asshiddigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,
Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 75

% Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLN Rl Nomor 5587.

® pada 30 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober
2014. Setelah diundangkan, pada hari yang sama 2 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589).

% Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, UU No. 2 Tahun 2015, LNRI Tahun 2015 Nomor 24, TLNRI Nomor 5679.

% Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2015 Nomor
58, TLNRI Nomor 5657.
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Pengujian perda oleh eksekutif dilakukan secara berjenjang.
Perda provinsi dan peraturan gubernur dilakukan pengawasan,
evaluasi, dan/atau pembatalan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan
pengawasan terhadap perda kabupaten/kota dan peraturan
bupati/walikota.

Merujuk pada ketentuan pasal-pasal Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, konsep pengawasan yang digunakan dalam
UU ini mencakup pengertian luas dan sempit, yaitu evaluasi dan
pembatalan.

Pengawasan dalam arti luas antara lain dalam Pasal 8 yang
menyebutkan:

a) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi
dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.

b) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

¢) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
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Sementara itu, evaluasi rancangan peraturan daerah
(raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada)
merupakan arti sempit dari pengawasan. Pemakaian istilah tersebut
dapat ditemukan pada Paragraf 7 tentang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat. Pasal 91 menyebutkan, di bawah ini:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah yang  menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan
oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) gubernur wakil Pemerintah Pusat
mempunyai tugas:

a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten
/ kota;

b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota
yang ada di wilayahnya;

d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten
/ Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang
daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;

e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten / Kota;
dan

foo

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2),
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai
wewenang;

a. Membatalkan Perda Kabupaten / Kota dan peraturan
bupati/wali kota;

Beranjak dari ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 maka pengawasan dalam Undang-Undang
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ini dibedakan antara pengawasan dalam bentuk evaluasi yaitu
pengawasan Pemerintah Pusat terhadap perda sebelum di
undangkan dan pengawasan dalam bentuk Pembatalan terhadap
perda yang sudah diundangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mencabut
ketentuan tentang evaluasi dan pembatalan perda yang diatur dalam
Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal
159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049).°” Dengan pencabutan tersebut UU No. 23
Tahun 2014 menghendaki adanya pengaturan yang Seragam
tentang pengawasan (evaluasi dan pembatalan) terhadap perda.

UU No. 23 Tahun 2014 telah melakukan perubahan penting
dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal
pembentukan dan pengawasan (evaluasi dan pembatalan) perda.
Sebelum diundangkan UU No. 23 Tahun 2014 atau saat berlakunya
UU Pemerintahan Daerah yang lama, yaitu (Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun
2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

%7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130; Pasal 409 huruf c.
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008
Nomor 59, TLNRI Nomor 4844.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terjadi
pengulangan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap Perda
serta adanya kesamaan alat uji dalam executive preview dan
executive review. hal tersebut menjadi tidak akan terjadi apabila
executive preview berjalan efektif. Penguatan executive preview
juga dibutuhkan karena jika Perda sudah diundangkan maka
dengan sendirinya mengikat bagi warga masyarakat.®®

Permasalahan lainnya adalah kepala daerah dapat
mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung atas pembatalan
Perda. Pasal 145 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 menentukan
bahwa

“ Apabila provinsi / kabupaten / kota tidak tidak dapat
menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
Peraturan  perUndang-Undangan, kepala daerah dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung”.

Pasal 145 ayat (6) menyatakan
“Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5)

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung

%8 Imam Soebechi, Judicial Review Perda, Varia Peradilan, edisi No. 299 Oktober 2010.
h. 15



49

tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak
mempunyai kekuatan hukum”.®

Ketentuan Pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No
28 Tahun 2009 memberikan kedudukan hukum pada kepala daerah
untuk mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Hal
demikian dengan sendirinya menempatkan Pemerintah Pusat dan
Daerah berada pada posisi yang berhadap-hadapan. Dalam konteks,
hubungan pusat dan daerah, hal demikian perlu menjadi perhatian
dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 dan
ketentuan Pasal 158 ayat (7) — ayat (9) UU No 28 Tahun 2009
dinyatakan dicabut berdasarkan Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014
maka mekanisme keberatan atas pembatalan perda dilakukan
secara berjenjang dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Mekanisme keberatan kepala daerah Provinsi atas
pembatalan perda menurut UU No 32 Tahun 2004 diajukan ke
Presiden jika Gubernur keberatan atas pembatalan perda provinsi
oleh Menteri. Sementara itu kepala daerah Kabupaten / Kota yang
keberatan atas pembatalan perda yang dilakukan gubernur dapat
mengajukan keberatan pada Menteri. UU No 32 Tahun 2004 tidak
mengatur tentang pemberian kedudukan hukum pada kepala daerah

untuk mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130; Pasal 145 ayat 5 dan 6.
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2) Executive Preview terhadap Perda

Executive preview terhadap perda merupakan kewenangan
yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pengujian
terhadap rancangan peraturan perUndang-Undangan sebelum
disahkan dan diundangkan. Selain Indonesia, Inggris dan Belanda
merupakan negara-negara yang menganut executive preview
dengan model yang berbeda.

Beberapa Undang-Undang menentukan bahwa daerah yang
akan melaksanakan fungsi pelayanan diwajibkan terlebih dahulu
menyampaikan rancangan atau usulan terhadap pelayanan
dimaksud (yang dituangkan dalam bentuk produk hukum) kepada
Menteri untuk memperoleh persetujuan. Setelah persetujuan
diperoleh, barulah fungsi pelayanan yang diserahkan pada daerah
tersebut dapat diselenggarakan.”

Selain Inggris, executive preview atau pengawasan
preventif juga dilaksanakan di Belanda. Executive preview di
Belanda bersifat struktural dan spesifik karena telah ditetapkan
keputusan-keputusan mana saja yang harus disampaikan kepada
pemerintahan lebih tinggi untuk memperoleh pengesahan.
Executive preview atau pengawasan preventif dibagi menjadi dua
macam:

a) Voortozicht yaitu pertimbangan atau pengawasan dijalankan
sebelum pemerintahan tingkat lebih rendah mengambil atau
menetapkan keputusan.

0 Ni’matul Huda, op., cit, h. 97.
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b) Midentoezicht yaitu pertimbangan atau pengawasan dilakukan
setelah pemerintahan tingkat lebih rendah mengambil atau
menetapkan keputusan tetapi belum dilaksanakan dan belum
mempunyai dampak hukum.™

Di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengatur executive preview terhadap perda yang disebut
dengan Evaluasi Rancangan Perda (diatur pada BAB 1X tentang
Perda dan Perkada Paragraf 7).

Pasal 245 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang
daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh
gubernur.

Sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 44, Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sementara itu, Pasal 245 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014
menyebutkan:

Rancangan Perda kabupaten / kota yang mengatur tentang
RPJPD, RPJMD, APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah
harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati / wali kota.

Executive preview terhadap Rancangan Perda sebagaimana

diatur dalam Pasal 245 adalah sebagai berikut:

"' Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah, op.cit., h. 108
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a) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Rancangan Perda
sebelum ditetapkan oleh gubernur, yaitu;

b) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD,

(1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD,

(2) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD,

(3) Rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD,

(4) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,

(5) Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah,

(6) Rancangan Perda Propinsi tentang retribusi daerah dan

(7) Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah harus
mendapat evaluasi Menteri.

(b) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan
untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang
daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

(c) Rancangan Perda kabupaten / kota yang mengatur tentang
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah,

retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi
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gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan
oleh bupati / wali kota.

(d) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan
evaluasi rancangan Perda Kabupaten / Kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan
selanjutnya Menteri berkordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan
untuk evaluasi rancangan perda Kabupaten / Kota tentang tata
ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi bidang tata ruang.

(e) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda
kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Executive Review

Selain kewenangan preview yang dilakukan dalam bentuk
evaluasi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
juga memberikan kewenangan kepada kekuasaan eksekutif untuk
melakukan review atau pengujian terhadap perda yang sudah
diundangkan. Executive review dilakukan Pemerintah Pusat dalam
bentuk pembatalan jika materi muatan Perda bertentangan dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
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Sesuai ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perda dan Perkada dilarang
bertentangan dengan:

(a) Ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi,
(b) Kepentingan umum, dan / atau
(c) Kesusilaan.

Tentang “larangan bertentangan dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi”, UU No. 23
Tahun 2014 tidak menjabarkannya lebih lanjut. Akan tetapi, dalam
Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa
perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lebih
tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perUndang-
Undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem
peraturan perUndang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan
Perda.

Judicial Review

Selain dapat dilakukan pengujian oleh legislatif dan
eksekutif, peraturan perUndang-Undangan dapat dilakukan
pengujian oleh kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan judicial
review.

Implementasi dari judicial review itu sendiri berbeda antara

satu negara dengan negara lain. Perbedaan implementasi judicial
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review itu sendiri di pengaruhi oleh pemikiran dan tradisi hukum
yang berkembang di negara masing-masing serta sistem
pemerintahan. Sistem pemerintahan di suatu negara juga
berpengaruh pada praktik judicial review di negara tersebut.

Judicial review merupakan hak menguji (toetsingrecht) dari
kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap
peraturan perUndang-Undangan.”” Fungsi judicial power dalam
melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan
sebagai konsekwensi dari prinsip checks and balance antar organ
pelaksana kekuasaan negara. Dalam hal ini Adnan Buyung
Nasution mengatakan bahwa hak uji materiil atau judicial review
tidak bisa dilepaskan dari independent judiciary, karena judicial
review merupakan salah satu pelaksanaan independent judiciary
yang berdasar pada doktrin trias politika yang memisahkan
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. "

Lingkup pengujian dari judicial review sendiri tidak hanya
terbatas pada pengujian peraturan perUndang-Undangan. Judicial
review juga mencakup pengujian tindakan hukum penguasa baik
tindakan di luar kewenangannya atau karena pejabat publik tidak
melakukan yang seharusnya dilakukan.

Menurut Peter Cane, selain mengacu pada keselarasan

peraturan perUndang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi

2 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, loc.cit., Mahfud,
Penuangan Pancasila di dalam Peraturan PerUndang-Undangan, op.cit.

® Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan,
(Jakarta: Kata Hasta Pustaka), 2007. h. 27.
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dan treaty, judicial review juga berkenaan dengan kontrol
kekuasaan kehakiman terhadap tindakan hukum pemerintah.

Dasar keseluruhan pengujian dari judicial review adalah
tindakan kekuasaan publik telah melanggar batas kewenangan yang
diberikan atau melakukan sesuatu kewenangan yang bukan
kewenangannya atau pelanggaran kekuasaan publik juga berupa
tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam
konteks judicial review terhadap tindakan hukum pemerintah, Peter
Cane menyebutnya dengan bureucatic judicial review vyaitu
bureucatic judicial review is concerned with the protection of

rights and interest of individual againts goverment illegality.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mempermudah pembaca dalam

menganalisis sebuah penelitian, sehingga pembaca dapat mengetahui

perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada dan penulis juga dapat

melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala

aspek dari penelitian :

1.

Jurnal yang ditulis oleh Wesley Liano Hutasoit dengan judul penelitian
“Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara”. Tujuan penelitian ini penelitian
ini membahas mengenai wacana pemindahan ibu kota negara yang setiap
tahun selalu diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu
metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa sejumlah negara memindahkan ibukotanya lebih dari sekali seperti
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Kanada yang berpindah-pindah sebanyak empat kali dari Monteal-
Toronto-Quebec kemudian ke Ottawa . Persamaan penelitian ini yaitu
sama-sama meneliti tentang Analisa pemindahan ibu kota negara.
Perbedaannya, pada jurnal yang ditulis oleh Wesley Liano Hutasoit ini
fokus meneliti tentang wacana pemindahan ibu kota dari masa presiden
Soekarno hingga presiden Jokowi. sedangkan fokus penelitian yang akan
diteliti ini yaitu tentang analisa pemindahan ibu kota negara berdasarkan
Undang-Undang no 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Riki Mardiansyah dengan judul
penelitian “ Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di
Kota Palembang”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar
belakang dari rencana perpindahan ibu kota negara indonesia. Metode
penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
mayoritas dari informan menyetujui adanya perpindahan ibu kota negara
indonesia ke kalimantan timur, tetapi pemerintah pusat harus
memperhitungkan dengan matang apa-apam saja dampak yang akan
terjadi. Persamaan, penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang
analisa pemindahan ibu kota negara ke kalimantan. Perbedaan nya, pada
skripsi yang disusun oleh Muhammad Riki Mardiansyah adalah fokus
meneliti tentang latar belakang rencana pemindahan ibu kota dan sudut
padang politisi kota Palembang tentang pemindahan ibu kota negara

sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana analisa
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pemindahan ibu kota negara berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan
yuridis Undang-Undang IKN.

Jurnal yang ditulis oleh Surya Dwi Saputra dkk dengan judul penelitian
“analisis strategi pemindahan ibu kota negara indonesia ditinjau dari
perspektif ekonomi pertahanan”. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis
strategis ends (tujuan) dalam upaya pemindahan IKN dari Jakarta ke
Kutai Kartanegara dan PPU dari perspektif ekonomi pertahanan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi kasus melalui proses reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali urgensi
pemindahan IKN terutama dari analisis strategi bahwa tujuan dasar
pemindahan IKN harus berdampak pada pengembangan ekonomi,
pemerataan pembangunan, dan peningkatan pertahanan negara.
Persamaan, penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang analisa
pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Perbedaan nya, pada jurnal
yang ditulis oleh Surya Dwi Saputra dkk adalah fokus meneliti tentang
tujuan dasar pemindahan IKN pada pembangunan ekonomi, pemerataan
pembangunan dan peningkatan pertahanan negara. sedangkan fokus
penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana analisa pemindahan ibu kota
negara berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis Undang-

Undang IKN.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang
bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan norma-norma yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini
yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis
data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer
dan data sekunder.”* Adapun Sumber data dengan memanfaatkan data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan
(library research) dengan menggunakan berbagai literatur berupa
peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal,
artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Sifat Penelitian
Berdasarkan sudut sifat penelitian, maka penelitian ini
menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data
yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

data sekunder.”

;‘; Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 105
Ibid
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B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian.”® Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan penelitian secara
normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan
yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan
penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah
ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga
tujuan hukum menjadi tidak tercapai.”” Dalam penelitian normatif terdapat
beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang
diperlukan, pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (statue approach)

Pendekatan perUndang-Undangan merupakan pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.”®
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-
Undangan atau regulasi yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan.

’® Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rieneka Cipta), h. 23

" Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas
Indonesia Press), h. 21.

"® Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, loc.Cit., h. 13.
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2. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis
pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang
analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat
dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan
kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.”® Sebagian besar jenis
pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan
dengan penormaan dalam suatu perUndang-Undangan apakah telah sesuai
dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang
mendasarinya.®® Sehingga melalui pendekatan ini dapat dikaji apakah
dalam pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber data
berupa :
1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perUndang-Undangan, antara lain;
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undangan

™ 1bid
8 Ibid
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c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan

g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib

h. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari

sumbernya. Bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi,

penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.®

Bahan hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersier dapat berupa

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.®

® 1pid., h. 12
82 Ipid
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terkait pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, akan
dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian
kepustakaan (Library Research). Studi dokumen adalah suatu alat
pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum
untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-
pendapat ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal
maupun naskah resmi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan
perUndang-Undangan yang baik dan pendapat lain terhadap Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan
data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data.®
Data (bahan hukum) yang telah dipeoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis
dengan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Analisis
kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori,
konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang
tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hal
ini dilakukan sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat

dasar yang berbeda satu dengan yang lainnya.

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1993), h. 280.
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Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif
untuk memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan.
Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data
yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan bebagai
ketentuan perUndang-Undangan, asas-asas hukum dan tujuan hukum yang
terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data juga disusun secara sistematis
agar dipahami. Dalam penelitian normatif ini dilakukan interprestasi dan
konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan cara

deduktif menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis

mengambil kesimpulan bahwa:

1. Landasan filosofis UU IKN belum menjelaskan secara ilmiah dan rinci
bila dikaitkan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa

2. Landasan Sosilogis perlu penjelasan lebih rinci terkait dengan skema
anggaran dan kajian ekonomi lebih lanjut

3. Landasan Yuridis kota Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara,
dan sampai saat ini masih belum ada perubahan sama sekali termasuk
beberapa peraturan perundnag-undangan yang mengatur kekhususan

Jakarta sebagai Ibu Kota.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya,
maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak terburu-buru dalam membuat kebijakan, harus
mempertimbangkan masyarakat yang terdampak dan untuk Indonesia
Kedepan

2. Harus mempertimbangkan dan diimplementasikan masukan dari pakar

sehingga suatu kebijakan tidak berdampak secara parsial
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3. Pemindahan ibu kota dari Jakarta Ke Kalimantan Timur sangat perlu
dilakukan tinjauan secara menyeluruh baik dari perspektif hukum dan
perundang-undangan yang berkaitan dengan jakarta, pertahanan, dan

keamanan, penanggulangan bencana dan pemerintah daerah.
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